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< Abstract
“@iends to describe how Responsibilities Unlawful acts by legal entity. The

e n this study is a nonmative juridical with conceptual approach. Legal
"1+ ugsed are secondary legal materials which collected by leteratur study then
‘"'¥&analyzed is done. The result shows that Legal entity as well as human
nducting legal actions through the organ as a legal subject should be run in

€ with the orders giuen to him or otherwise actmg within the hmﬂs Of'[he

/ givento the vice and do not exceed the authority given. The responsibility of
“|I¥v exsists if the organ is acting in such a mood within the boundaries of
i Renty. Bux the organ in performing their duties binding legal entities, organs
' perignal mistakes adverse legal entity and is against the law that requires
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Abstrak

OB LIUNAD

1101 jihom menguraikan bagaimana Tanggung Jawab Perbuatan Melawan
cum olelB8adan Hukum. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah
iricis normaiif dengan pendekatan konseprual. Bahan hukum yang digunakan
1 bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi leteratur.
utnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan
badan hukum sebagai halnya manusia yang melakukan perbuatan hukum

i organnya sebagai subjek hukum hendaknya berbuat sesuai dengan
~intah yang diberikan kepadanya atau dengan kata lain bertindak dalam batas-
ratas wew @:ﬁ.g yang diberikan sebagai wakil dan tidak dapat berbuat melampaui

rozquins ueanuﬁouew adu__e; !l_.if siinyeAiey yniffes ngje-ueibeqas dijnbusw buele|iq "L

‘yelw| efuey ues

1 @

nsnfuad,

/) §

=
i

g diberikan.Karena pertanggungjawab badan hukum itu ada, jlka
bertindak  sedemikian dalam batas-batas suasana formil dan

‘nery seysiaAlun uizi edue} undede ynjuaq weep Ul sijn} BAIERY ynin|as neje uelbeqas jyelueqiadwaw uep ueywnwnbusw buele|iq 'z
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Brewe ﬂ r??“ Tetapi organ dalam menyelenggarakan fugasnya yang mt'_nmi
ba hulgem, organ dapat melakukakan kesalahan-kesalahan pribadi yang
g . ®adan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang
w5 2n3mereka untuk mengganti kerugian secara pribadi pula.Jadi organ
< . sverbuatan masih dalam batas-batas wewenangnya, di samping
3 n&awab badan hukum, organ secara pribadi mungkin saja harus
§ n&awab sendiri atau harus bertanggungjawab sendin atas perbuatan
T 1Sum.
h

QL
%C:—. ta kunci % 2nggungjawab, Perbuatan, Melawan-hukum, Badan- hukum.
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essensial. Tidak semua or

3\ QAN ; _
o & berlaku sebagai pcrbualangal;]alfiam
oD .\ 0..m adalah sesuatu ﬂang hukum, seperti orang yang bcradaar?
5§ 5= tuntutan ](Cb'LlllLl 1Ia]n bawah pengawasan orang lain, T Ic'h
S g dcmllurga kltu ?1211‘ yang dianggap organ itu adalah merelc{l'
8,8 w sebagal penduiunie 395 yang melakukan sesuatu fungs =
I Jn. Dalam pergaulan 4.0 hykum yang me Pt
B S X usia sebagai subjek . S ayebabian
2190 grusia  Sebag . mereka dapat dianggap memjj;
o D swping manusia ada lag pengaruh atas terbentuknya ke ik
S0 0 : hukum. - <chenda
BE gy 1 okan badan daripada badan hukum j¢,
o2 . Berdasarkan uraian di gagfae.
ﬁf 5 2 "'313“’3? h‘;mi? 1322 bagaimanakah Tanggung JatfaSb'
e fberdasarkan Pas Perbuatan Melawan Hukum oleh Baq
U5 finiadalah sesuai dengan oo o adan
gl h1i-ahli hukum sebagai
& m R ar1 badan hukum itu
S mmhwa pengetahuan dan PEMBAHASAN
z lzea rengurus adalah
8= 2 I kehendak dari badan 1. Perbuatan melawan hukum
@k +ndiri, karena itu badan Pengertian Perbuatan Melawan
@8 1 did dapat melakukan Hukum
TS #lowan hukum. Badan
| sama dengan manusia Hukum adalah rangkaian
i 5 {—melakukan perbuatan peraturan-peraturan mengenai tingkah
72 47.di pelanggaran badan laku orang-orang sebagai anggota
S it d a pat suatu masyarakat, sedang satu-
8 \Swabkan. Bertindaknya satunya tujuan dari hukum ialah
S da lom itu melalui mengadakan keselamatan, bahagia,
:3 \#hbhan perlengkapannya dantata-tertibdalam masyarakat.
T unpe  bertanggungjawab
~5 J“+huatan hukum vyang Istilah Perbuatan Melawan Hukum
g Sampai sejauh mana adalah agak sempit, kalau diingat tidak
= 1 sebagai perlengkapan hanya perbuatan yang langsung
5 . dan sejauh mana luas melawan hukum, melainkan juga
2| . dapat dilihat pada Pperbuatan yang langsung melawan
g or clari pendirian badan daripada hukum, akan tetapi dapat
5 ' dapat ditentukan dikatakan secara tidak langsung
g /= ingan antara badan melanggar hukum seperti peraturan
3 ‘¢t rlengkapannya, serta dalam lapangan kesusilaan,
£ W) wewenang yang kcagamaan, dan kesopanan.
Q perlengkapannya.
= Perbuatan Melanggar Hukum ialah
= *huatan wakil badan perbuatan itu mengakibatkan
8 i badan hukum tidak goncangan dalam neraca
S can sendiri perbuatan- Keseimbangan dari masyarakat. Dan
2 i=arena badan hukum  kegoncangan ini tidak hanya terdapat
= .4 ang mempunyai daya apabila peraturan-peraturan hukum
3 ‘ilcchendak. Dimana dalam suatu masyarakat dilanggar
& tlipakan sekelompok secara langsung, melainkan juga
fr aae dalam organisasi @apabila peraturan-peraturan
» 4 mpunyai fungsi yang kesusilaan, keagamaan dan sopan-
] santun dalam masyarakat dilanggar

‘rdalena Hanifah, Tangpung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Hukum
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“hutnya kegoncangan itu,

‘Wotan yang

rfbuatan yang

Juran hukum menuntut,

Sncangan itu meskipun

=ung hanya mengenai
beraturan  kesusilaan,
Alau sopan-santu, harus
18 seperti mencegah

. langsung
“a. Lain halnya dengan
% U.H Perdata tidaklah
rerumusan, melainkan
ir bilakah sescorang
lami  kerugian karena
m ‘awan hukum, yang
lern orang lain terhadap

{Jrirechtmatige (melawan

"/foge Raad diartikan

jit dimana Perbuatan
{171 1alah perbuatan yang
dengan hak orang lain
“arena undang-undang.
tidak
dengan undang-undang
dijadikan alasan untuk
jana kerugian karena
¢!2wan hukum, sekalipun

(Iil bertentangan dengan

17 diwajibkan dalam
oY e -i.'a.kat.

Velawan Hukum dalam

‘1 kealpaan berbuat, yang
hale orang lain atau
((Yewajiban  hukum  si

esusilaan ataupun
dengan keharusan yang
“l.an dalam pergaulan
¢niang orang lain atau

id-oro, , Perbuatan Melanggar
o Sumur 1990, hlm 13,

Maka tergantung

1

185
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Pengertian Perbuatan Melawan
Hukum oleh Para Sarjana

Wirjono Prodjodikoro.
Perkataan perbuatan dalam

rangkaian kata-kata Perbuatan
Melanggar Hukum bukan hanya
berarti positif melainkan berarti
negatil. Maksudnya positif yaitu
perbuatan menyalurkan perbuatan
orang kearah suatu menggerakkan
badan. Sedangkan dalam arti
negatif, perbuatan yang dimaksud
adalah bersifat aktif, tidak neg-al'JI
artinya orang diam saja tetapi i3
sadar bahwa dengan diam saja
adalah melanggar hukum, karena
dengan diam yang bergerak bukan
tubuhnya tapi perasaan dan
pikirannya.

M.A. Moegni Djojodirdjo

Perbuatan Melawan Hukum pada
istilah melawan, melekat sifat aktif
dan pasif, sehingga perbuatan
melawan hukum mendekati makna
sebenarnya. Sebaiknya bila ia
sengaja diam saja sedang ia telah
mengetahui perbuatan (tidak
merugikan orang lain). Sifat pasif,
maka ia enggan melakukan, ia
sudah melanggar dan merugikan
orang lain, maka ia sudah melawan
tanpa menggerakkan badannya.

Abdul Kadir Muhammad
Memakai istilah perbuatan
melawan hukum untuk mengambil
kembali Perbuatan Melawan
Hukum Pasal 1365 dan 1366
K.U.H.Perdata. Perbuatan dalam
arti Perbuatan Melawan Hukum
meliputi pebuatan positif yang
terdapat dalam Pasal 1365
K.U.H.Perdata atau orang betul-
betul berbuat. Dan Pasal 1366
K.U.H.Perdata perbuatan negati
dimana orang tidak berbuat.

pung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Hukum.
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Lo Melawan Hulcum

danya Perbuatan

arium  akan timbul
‘&1 masyarakat. D1 mana
T dapat merupakan
1 hukum dalam
. hulum

Forhubungan
75 ogangilan berhubungan
Tuopan manusia sepert
00, tubuh, jiwa, dan
o seorang manusia.
% benda scorang akan
slah scorang yang
~nourian atau penipuan
vang  tdak memenulhi

I

niongakan diperkosa oleh
|=:an melakukan suatu
42 tau suatu kelainan
(n suatu perbuatan di
Jdiwa  sescorang akan
(1 seorang yang akan
Jubunuhan atau berbuat
IS i-hati, schingga
AT matinya  sescorang.
seorang akan diperkosa
A& vang melakukan suatu
Ik dengan ucapan lisan

LT

1 dikatakan bahwa
aotn kepentingan seorang

sorakat, bagaimanapun
10 akan menimbulkan
rpaon pada ncraca
(™) dalam masyarakat,
g sedikit banyak dapat
“hongal suatu  kekotoran
o lcat.
tu kepentingan dari
= baru mendapat
dari hukum Dberupa
& peraturan hukum yang
J4010 menyuruh suatu
v bila kepentingan
L menuntult supaya

04 perseorangan itu
A5l kalau seorang subjek

| Supromasi Huloarm, 159N
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pada waktu melakukan  perbuatag
melawan hukum itu tahu betul balwg
perbuatannya nlclun berakibal  suaty
perkosnan kepentingan tertentu, maka
dapal dikatakan, babwa padag
umumnya scorang subjek dapai
tliperlnnggungjlz\wnblmln. Subjelk
hukum adalah manusia, namun
demikian dalam ilmu pengetahuan
hukum dan dalam lalu lintas hukum
diterima ada subjek lain seper
manusia yaitu apa yang disebut Badan

Hukum.

Syarat-Syarat Adanya Sesuatu
Perbuatan Melawan Hulkum

Adanya suatu Perbuatan Melawan
Hukum bila memenuhi beberapa

persyaratan seperti :

a. Bertentangan dengan hak orang
laun.
Artinya melanggar hak subjektif
orang lain yang merupakan suatu
wewenang khusus yang diberikan
oleh hukum kepada sescorang.
Pada hakekatnya, hak-hak yang
penting diakui berupa hak atas
kebebasan, hak atas kehormatan
dan nama baik dan hak-hak
kejayaan. Begitu juga halnya
bilamana kenikmatan sescorang
atas suatu benda tertentu menjadi
berkurang, maka akan berkurang
pulalah nilai daripada barangnya
dalam hal penukaran.

b. Bertentangan dengan
hukum si pelalku.
Suatu perbuatan adalah melawan
hukum bila perbuatan itu
bertentangan dengan kewajiban
hukum si pelaku. Berbuat atau
melalaikan dengan pertentangan
kewajiban hukum si pelaku adalah
merupakan tindak-tanduk yang
bertentangan dengan ketentuan
undang-undang. Melawan hukum
tidak hanya apa yang dikatakan
bertentangan dengan hukum
tertulis yakni bertentangan dengan

kewajiban

Mardalena Hanifah, Tanpggung Jowab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Hukum
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an

lain  dan kewaj;
i) Jiban
= pelaku sendir. Begitu
gan hu_kum tidak tertulis
- susilaan dan sikap
harus

hati Yang
=on dalam pergaulan

abat.

@ Kesusilaan.
“<hgan  Kkesusilaan baik,
@' Yang selalu berubah
; pPada kesusilaan yang
rju:n masyarakat. Yang
U= dengan kesusilaan d;
wdalah norma-norma
‘4L Sepanjang norma-
‘crsebut oleh pergaulan
t2ima sebagai peraturan-
#5 hukum yang tidak

1i2°n dengan keharusan
larus  diindahkan dalam
% masyarakat mengenai
a1 orang lain. Dapat
&1 bila perbuatan
112on dengan sesuatu vang
el wukum tidak tertulis
l'r‘ :.:ndahkan dalam

perbuatan yang
dengan undang-undang
kesusilaan baik atau
2 cilanggar hak lain, selalu
' perbuatan yang
0 dengan sikap hati-hati
vanya dilakukan dalam
asvarakat.
©)
fungan dengan
ann hak, usaha untuk
smmpai di mana batasnya
rbuat dan menggunakan
ntangan dengan tujuan
= dilarang. Pengertian
hak dengan tujuan
sum sebagai pengatur,
jlengan tujuan yang
ns hak tersebut. Jadi
Mok terikat pada tujuan,

I

AMIMLLEE

modigo, 1982, Perbuatan Melawan
¢ 'aramita, him 25.

Vol 22, No.2, Agustus 2013
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sedangkan pelaksanaan yang
bertentangan dengan tujuan
merupakan penyalahgunaan hak. Nilai
dani kesalahan adalah soal lain,
bagaimana ringan pun kesalahan itu,
asal ada saja sudah ada kemungkinan
rasa keadilan mendapat kepuasan.

2. Badan Hukum

Pengertian Badan Hukum

Badan hukum adalah subjek
hukum. Dimana dalam pergaulan
masyarakat ternyata manusia bukan
satu-satunya. Pendukung hak dan
kewajiban sebagai subjek hukum. D1
samping manusia masih ada yang
subjek hukum apa yang dinamakan
dengan rechipersoon atau badan
hukum. Dengan adanya suatu bentuk
hukum yaitu badan hukum yang dapat
mempunyai hak-hak, kewajiban-
kewajiban hukum dan dapat
mengadakan hubungan hukum.’

Hukum adalah tidak lain daripada
pemberian hak-hak kepada subjek
dalam perhubungan hukumnya
dengan subjek lain. Manusia
mempunyai Kepentingan bersama,
memperjuangkan suatu tujuan
tertentu, berkumpul dan
mempersatukan diri. Mereka
menciptakan suatu tujuan tertentu,
berkumpul dan mempersatukan din.
Mereka menciptakan suatu organisasi,
memilih pengurusnya yang akan
mewakili mereka. Mereka memasukkan
dan mengumpulkan harta kekayaan,
mereka menetapkan peraturan tingkah
untuk mereka. Dan tdak mungkin
dalam setiap tindakan mereka
bersama-sama melakukan perbuatan.

Di dalam hukum, badan hukum
mempunyal kepentingan sendiri
sebagaimana manusia. Kepentingan

3. Chidir Ali, , Badan Hukum, Bandung, Alumm,
1987 hlm 166

nggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Hukum.
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) hukum dan dilengkapi

i, jika kepentingan itu

m mempertahankan

badan hukum itu

depan di dalam suatu

sebagai penggugal

lergugat.

sn dengan subjek

jek hukum yaitu yang
gala sesuatu yang

Jibjek hukum dalam hal
7 badan hukum yang
ikan pokok suatu

LITL.

| |-

TR
3,

1\ S

«~um dibandingkan
: memperlihatkan sifat-

sus, karena badan
termasuk kategori

nleh sebab itu badan
npat memperoleh hak-
nkan semua kewajiban
Inya manusia. Badan
pat meninggal dunia
. badan hukum, harta

erpindaj kepada ahli

.2na halnya manusia.

{ Suatu Badan Hukum

m yang merupakan
tersendiri sebagai

hukum tidak tepat

‘alam hukum perikatan,

menerima bahwa
badan hulkum itu

‘ersetujuan, Meskipun
dalah subjek hukum
usia, tidak dapat pula

ama dengan subjek

4. Badan hukum adalah
11 sama selkali bukan

ang ditakdirkan sebagai

mempunyal kebutuhan
%o sekali dengan badan
~butuhan khusus yang
ioum keluarga.,

Vol. 22, No.2, Agustus 2013

Pendirian badan hukum adalah
perbuatan hukum. Adapun syarat-
syarat untuk menentukan adanya
suatu badan hukum adalah menurut
Ali Ridho', sebagai berikut :

a. Adanya harta kekayaan yang
terpisah . _
Untuk mengejar tujuan dari badan
hukum dengan sengaja disediakan
harta kekayaan yang akan menjadi
objek tuntutan tersendiri oleh parg
pihak ketiga dalam hubungannya
dengan badan hukum. Harta
kekayaan tersebut dipisahkan
dengan badan hukum. Harta
kekeayaan tersebut dipisahkan
dari kekayaan pribadi para
anggotanya. Perbuatan pribadi
para anggotanya tidak mengikat
harta kekayaan badan hukum.
Kekayaan yang terpisahkan itu
membawa akibat :

1. Kreditur pribadi para anggota
tidak mempunyai hak untuk
menuntut harta kekayaan
badan hukum.

2. Para anggota tidak dapat
menagih piutang dan badan
hukum terhadap pihak ketiga.

3. Kompensasi antara hutang
pribadi dan hutang badan
hukum tidak diperkenankan.

4. Hubungan hukum, baik
persetujuan maupun proses
antara anggota dan badan
hukum mungkin saja seperti
halnya antara badan hukum
dengan pihak ketiga.

5. Pada kepailitan hanya para
kreditur badan hukum dapat
menuntut harta kekayaan
yang terpisah itu.

b. Mempunyaitujuan tertentu
Tujuan tertentu itu dapat berupa
tujuan ideal atau material yang
terlepas dari kepentingan para
anggotanya. Usaha untuk
mencapal tujuan tersebut

4. Al Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Badan
Hukum Perseroaan Perkumpilan, Koperasi,
Yayasan, Wakaf, Bandung,: Alumni, 1986 hlm 50

Mardalena Hanifah, Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Hukum
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n sendiri oleh badan
dengan perantaraan
_ va. Oleh sebab itu
rumssan tujuan hendaknya
as &in jelas. Hal ini sangat
104l bagi organ itu sendiri
..:L% pihak ketiga dalam
urednnya badan hukum itu
neanOdunia luar. Ketegasannya
'_.téwmdahkan pemisahan
Halk=organ bertindak dalam
S lgms wewenangnya apakah
larnya.
npunyai kepentingan sendiri.
lam mengejar tujuannya badan
“um=Zmempunyai kepentingan
L= vang dilindungi hukum.
ni#ican tersebut merupakan
- subjekuf sebagai akibat
da peristiwa hukum.
can dengan kepentingan
hukum, Mayers
‘ukakan kepentingan
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ntimean tersebut.
rganisasi yang teratur.
~hukum sebagai subjek
> merupakan kesatuan
1 yng dengan organnya
kukan perbuatan-perbuatan
! 2m. Tata cara organ badan
hukum yang terdini dari manusia
tu bertindak, dipilih dan diganti
dan scbagainya diatur oleh
mggargy dasar dan peraturan
Badan hukum yang
emp@gnyai organisasi dan
ianusia yang bertindak secara
<'.ﬂ%{h‘i dengan pembagian
‘ugas @nengejar suatu tujuan
crsama Maka organisasi adalah
suatu bl yang esensial bagi badan
hukung baik badan hukum
koperasr rnaupun badan hukum

)
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nery sejst

'si Hukum, ISSN: 1693-766X, Vol. 22, No.2, Agustus 2013 189

Teori Badan Hukum

Dalam mencari dasar hukum dan
badan hukum, maka dapatlah
dikemukakan beberapa teori® :

a. Teori Fictie oleh Von Savingny
bahwa badan hukum 1itu semata-
mata beuatan Negara saja.
Sebetulnya menurut alam hanya
manusia sajalah sebagai subjek
hukum, badan hukum itu hanya
fictie saja yairu sesuatu yang
sesungguhnya tidak ada tetapi
orang menciptakan dalam
bayangan suatu pelaku hukum
atau badan hukum yang sebagal
subjek diperhitungkan sama
dengan manusia. _

b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan
Hanya manusia saja dapat mcqjad.x
subjek hukum, tetapi juga tidak
dapat dibantah adanya hak-hak
atas suatu kekayaan sedangkan
tiada manusiapun yang menjadi
pendukung hak Hak dar badan
hukum sebenarnya adalah hak-
hak yang tidak da dipunyainya dan
sebagai penggantinya adalah suatu
harta kekayaan yang terikat oleh
suatu tujuan atau kekayaan
kepunyaan suatu tujuan

c. TeonOrgan
Badan hukum itu adalah suatu
realitas sesungguhnya sama
seperti sifat kepribadian alam
manusia ada di dalam pergaulan
hukum. Di sini tidak hanya suatu
pribadi yang sesungguhnya, tetapi
badan hukum itu juga mempunyai
kehendak atau kemauan sendin
yang dibentuk melalui lata-alat
perlengkapannya seperti pengurus
dan anggotanya. Dan apa yang
mereka putuskan adalah kehendalk
atau kemauan dari badan hukum.
Teori ini menggambarkan badan
hukum sebagai suatu yang tidak
berbeda dengan manusia.

5. AliRidho, 1986, ibid, hlm 9

‘ah, Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Hukum.
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V“iaan Yuridis
& wajiban badan hukum
wainya adalah hak dan
(mnggota bersama-sama.
i hak milik pribadi, hak
ta kekayaan itu
kekayaan bersama,
e rota tidak hanya dapat
rhasing-masing untuk
‘n, tidak dapat dibagy,
qna sebagai pemilik
<umnauntuk keseluruhan,
~oreka secara pribadi
[sama-sama semuanya
wemilik. Orang-orang yang
pun itu semuanya
an- suatu kesatuan dan
¥ suatu pribadi yang
. engan badan hukum.
i hukum adalah suatu
uridis yang mempunyai
42 pi untuk yayasan teori
lbanyak artinya. Persoon
(32n hukum merupakan
- yang tersendiri ini
tarena badan hukum itu
liztraksi. Badan hukum
iwitu dilakukan atas
a-

N

Hukum

n Publik

yadan hukum ini dibentuk
ndang-undang oleh
Sadan hukum publik ini
{@an-badan kenegaraan
Fepublik [ndonesia.

12um public ini dibentuk
cnyelenggarakan
han Negara dalam
pemerintahan Negara dan
#n publik itu harus

undang-undang. Jika
Janlkan tugasnya Badan
¥lik itu melakukan
nglawan hukum, dapat
dasarkan Pasal 1365

asi Hulkum, [SSN: 1693-766X, Vol. 22, No.2, Agustus 20]3

Perlu diperhatikan apabila Badan
Hukum Publik dalam menjalankan
kekuasannya mungkin merugikan
orang lain dengan alasan menjalankan
undang-undang, maka dalam hal in;j
perlu dibedakan antara kebijaksanaan
dan pelanggaran undang-undang,
Dalam hal ini hakim yang akan
menentukan, namun demikian jika
perbuatan yang dilakukan oleh
kebijaksanaan pemerintah ini bukan
wewenang hakim karena telah
termasuk bidang politik.

Badan Hukum Perdata

Badan hukum perdata ini banyak
dibentuk berdasarkan hukum perdata,
pengesahannya dilakukan oleh
pemerintah yang disahkan pada
umumnya adalah anggaran dasar
badan hukum.

Pengesahan  dilakukan dengan
pendaftaran anggaran dasar kepada
pejabat yang berwenang untuk
memberikan pengesahan. Pengesahan
diperlukan supaya badan hukum yang
dibentuk tidak bertentangan dengan
kesusilaan, ketertiban umum dan tidak
dilarang oleh undang-undang. Badan
Hukum tersebut seperti Perseroan
Terbatas Koperasi.

3. Perbuatan Melawan Hukum Oleh
Badan Hukum

Dalam pergaulan ternyata manusia
bukan satu-satunya pendukung hak
dan kewajiban sebagai subjek hukum
di samping manusia masih ada badan
hukum. Hukum tidak lain adalah
pemberian subjek dengan subjek
lainnya. Kewajiban suatu subjek
adalah kewajiban subjek lain yang
mendukung hak yang dinamakan
Subjek Hukum. Badan hukum bukan
makhluk hidup sebagaimana halnya
manusia. Badan hukum kehilangan
daya berpikir, kehendaknya dan tidak
dapat melakukan perbuatan hukum

Mardalena Hanifoh, Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Hulum.
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‘o bertindak harus dengan
% orang-orang biasa, akan
\Z7 vang bertindalk itu tidak
T melainkan untuk dan
‘=5ling gugat badan hukum.

Wuku m bertindak melalui
"Wheperti alat pe rlengkapan
<1l pengurus, direksi dan
- @Ng merupakan esensial
rednisas) itu. Hukum
tdfigkan perbuatan darj
#8u organ kepada badan
¢ adalah suatu pengakuan,
urus dapat mengikat badan
‘“ngan pihak-pihak ketiga.

prigurus itu tidak dapat
dengan wakil biasa atau
Jwsuarat kuasa sebagaimana
7/dds antara manusia biasa
<l oleh orang lain. Tetapi
nBukum selalu diwakili oleh
Ui, perbuatan organ adalah
perbuatan pengurus tidak
Hndak S€muanya atas
-dan pertanggunjawaban
4. Organ ini hanya dapat
‘&0 badan hukum dalam
‘ave menjadi  batas-batas
y<.yang ditetapkan dalam
. disar ketentuan-ketentuan
"1 hakekat dari tujuannya itu.

‘n-tindakan hukum yang

oleh organ di luar batas-
‘enangnya, badan hukum
térikat dan dapat
nggungjawabkan jika
7=in badan hukum dan
a7 yang lebih tinggi
tinnya kemudian
unya. Pengurus bertanggung
'« 4¢bih daripada penunaian
'#¥ diberikan kepadanya
ail-baiknya, merekapun
cgala perikatan dari
‘malc terikat pribadi kepada

wikum  dalam  pergaulan
clupunyail kepentingan
(st hakekatnya adalah

191

penjelmaan dari kepentingan orang
banyak. Karena itu adalah layak dan
sesuai untuk diberikan kcduc!u_kan
vang lebih kuat daripada individu-
individu dalam pergaulan hukum yang
dilakukan organ diluar wewenangnya
dengan pihak leetiga yang beritikad baik
badan hulkum tidak terikat. Perbuatan
melanggar hukum pada badan hukum
sebagai subjek hukum mempunyai
hak-hak dan kewajiban hukum. Dalam
pergaulan hukum pihak ketiga tidak
boleh dirugikan karena perbuatan
melanggar hukum. Organ yang
berindak dalam lingkungan
wewenangnya yang diberikan dapat
berbuat salah dengan akiblat
merugikan, yang terhadap pihak ketiga
merupakan perbuatan melanggar
hukum.

Pertanggunjawab badan hukum itu
ada, jika organ itu bertindak
sedemikian dalam batas-batas suasana
formil dari wewenangnya. Tetapi organ
dalam menyelenggarakan tugasnya
yang mengikat badan hukum, organ
dapat melakukan kesalahan pribadi
yang merugikan badan hukum dan
merupakan perbuatan melanggar
hukum yang mewajibkan mereka
untuk mengganti kerugian secara
pribadi. Pendaftaraan dan
pengumuman badan hukum bertujuan
melindungi pihak ketiga. Dalam
praktek para pengurus sering kali
melakukan perbuatan hukum dengan
pihak ketiga walaupun belum
dilakukan pendaftraan dan
pengumuman. Bahkan pengurus
berani juga melakukan perbuatan
hukum sebelum badan itu disahkan
oleh Menteri Kehakiman. Tampaklah
disini fungsi pendaftaran dan
pengumuman itu menghilangkan
adanya pertanggung jawab para
pengurus secara pribadi dan

mengalihkannya kepada badan hukum
itu.

‘anggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Hulkum.
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= 5 : g akil 1tu merupakan
4.0 Bertangpufly Jawab dari Badan wakilnya.” Kalau w P i
SXema) S5 rahan, maka pertanggungan jawa
vo#EHukum Wntuk Perbuatan baw ’ ;
O 0O - badan hukum itu atas perbuatan
‘é ‘é é*]emwan Hé’kum wakilnya didasarkan pada pasal 1367

H ; rdata.

g § %:odan Huklin dapat digugat untuk KIUHSpetia Yeorangitidak saja
sard Fata rbuatannya yang (1) b:rta_n}; & jawab untulk kerugian
%%35 nukyga yang dﬂalgukaq ?llch- yang disebabkan oleh
g.[g @:%; annvar Seorang direksi dan R yalsendin (tapilinon
23k e orpan. melakukan suatu p annya e
e, ' untuk kerugian yang disebabkan
F&miglan, mamka dapat berbuat e s nar DU Aban
b fp& organ din juga sebagai pribadi karena p e
2 W5 k= : : ang-orang yang menjadi
Bi2rfa2a badam hukum tidak terikat. orang N i vebatlkan
Y&l & & elalcuttan perbuatannya tentu taﬂgg“ngal”_lg'arang Fargbecadaldi
2 dncl@munglinan untuk melakukan oleh barang
R _ bawah pengawasannya.
D@ br@tar melawan  hukum, maka 5 Majjkan-ma_jikan R T ekatang
©&al5 mempartanggung jawabkan ek s
Perludlan dgE badan hukum itu mengangkat ‘?fl_ af‘tﬁman_%uman
écham@rnya tiﬁ}: masuk akal karena untuk mcwaklln e bllienterg
gl-?%léh hukumlitu tidak memerintahkan adala.ll'l tanggu gdiierbii‘lian oleh
Zim & memberignandat pada organnya kerugian yang | dal
01 &gk .';|r-|.1l-.E§«ln perbuatan hukum pelayan atau bawahan " =i
I @13 Organ !1{8i suatu badan hukum mela-k}lkm Peklir-].am; untuk mana
‘gl;%l wakillZdari badan hukum %ranglljm memakainya.
fURgsinya me 1nyai arti penting dan onton:

,l_%%’,”- ,-.l .r n_my : E Ekum Sopir menjalankan kendaraannya
8510l dalagistruktur badan h e
itg gijelaska 1§l;dam anggaran dasar, dan menabrak orang m 7 }l lg
mdgalnya|FPpengurus suatu bc!'_l.anggungjﬂ.“;{g]b aajfjl ‘.Jt1
|,.§-]§m]u_|;:..n wiireksi suatu N.V. rapat majikannya. Tetapi kalau w 1: 1;
adeRota dan [Shatu perkumpulan, ini sebagal org aé‘ T aku
“:-.3-|}“"|.\|[li'..|a ~1@,-tl'1 tcrtinggi dar1 suatu !)crta‘mggung]awab badan hu m
b@lan hulcum, penting dan esensial itu didasarkan atas perbuatan yang
[Udgsinya melanggar hukum membawa

2 kerugian pada sesecorang lain,

§ jelain walil yang bersifat organ, mewajibkan orang yang I«".a.rc_na
@ jupga wakil lain daripada badan salahnya menerbitkan kerugian itu
hg]\.nm. itu. Seperti seorang pesuruh, mengganti kerugian tersebut.
sérang pegawai, seorang pedagang _ ' |
Ldiling. Jadi@akil itu hubungannya _ Artinya pertanggung jawab itu
d@npan badan hukum itu tidak dianggap sebagai pertapggunganjawab
e nsial, melamkan seperti buruh dan p_erbuatannya sendirl._ Apa yang
mzjilan Merdéka merupakan bawahan  dilakukan organ sama saja dengan apa
d&i badan halum dan hubungannya yang dilakukan oleh badan hulum
qdnlah schagin besar dikuasai oleh  sendiri. Hingga dasar hukumnya untuk
pétjanjian. Perbedaan apakah wakil pertanggung jawab itu adalah Pasal
d&i badan ukum itu merupakan 1365 KUHPerdata.
ofban atau hawahan dari badan ' ‘
haleum. o ®penting berhubungan Mengenai wakil yang merupalcan
.ilﬁl;nu. adanwa  pertanggung jawab  organ, tetapi kedudukannya adalah
h&dan hukwm atas perbuatan

g g_;? 6). Rachmad Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan

D = Melawan Hukum, Bandung :Alurmnni, 1982 hlm 90

o

= ke

Mardalena Harufah, Tanggung Jawnb Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Hulkum.




|

{1

w uep LJEJ»{UJHLUH@UE‘LU buele|iq ¢

dinBuaw Bug.ie
H

did) e

I,

gs

h‘,

Ia

C)

]

nAbunpyl

puepu

eDE M-

edue)tu

=10

-
~T1 |
i

N

SUGNILE

Loy | 1pe

AL S ‘J( -t
115

S- U

NS

el
18

de| geunspiusd-ryeii B

ZIl eduey
T 10
oAU

lun uiz
SiRuUSd +

IS uBs

‘NeRy Se}Isian
1 HEE

ueneinn

wniEns

e
=

"Ye|

@ ohan, misalnya direktur
Ear dan pertanggungan
Sordasarkan  Pasal 1365
AL atau Pasal 1365
= D1 Indonesia perbuatan
Cehagap sebagal perbuatan

S0, hingga dikenakan Pasal
@ data.

‘@1 bawahan scbagai
‘., wwab dan badan hukum
ellanggungjawab bawahan
Aivasegala apa yang mereka

ngenal tugasnya  sebagai
mclainkan juga perbuatan-

vong dimungkinkan oleh
/ot pertanggung jawab atas
szwwahan itu ada kalau tugas
‘ioan kepada bawahan itu
(- dan memperluas
ap perbuatan itu.

Joyktur dari sebuah N.V
propaganda  secara  palsu

perusahaannya kepada
{Zfong itu tertarik dan terus
(3l suatu transaksi dengan
“i==tur lain dari N.V. Akibat
2" dengan seorang direktur
lzatan pada N.V itu. Di sim
Ut itu dapat dipersalahkan
‘ungjawabkan, meskipun
2 merealisir transaksi i1tu
pribadi tidak dapat
ngawabkan.

bawahannya bertanggung-
zuribadi yang berbuat, ini
52 mungkin, bila dibuat
injan, maka badan hukum
«<imbebaskan dinnya untuk
bhtal, sebab misalnya A.

dapat mempertanggung-
«zzbuatan B. Karena organ
wakil darmt badan hukum,
!z hukum 1tu harus
32 Jawab dan bukan
#cbhagal pribadi yang

‘anggung jawab. Lain
+# bawahan bisa diadakan
Dila terjadi perbuatan

CAT A Hukum, 1SSN: 1693-766X, Vol 22, No.2, Agustus 2012 193

melawan hukum yang bertanggung
Jawab itu bukan badan hukum itu atau
majikannya, tapi bawahannya sebagal
wakilnya.

Contoh pegawal pos yang
menggelapkan surat-surat yang ada
dikantor pos. Dimana pegawal pos itu
merupakan bawahan pemerintah,
maka dengan hal ini yang bertanggung
jawab adalah pemernntah.

Tanggung Gugat dari Badan Hukum
dan Organnya

Disini dilihat kemampuan dan
badan hukum untuk melakukan
perbuatan-perbuatan melawan
hukum. Badan hukum yang di samping
orang-orang manusia perseorangan
juga dianggap dapat bertindak dalam
hukum dan yang mempunyai hak-hak
dan kewajiban-kewajiban dan
perhubungan hukum terhadap orang
lain atau badan lain :

1. Teori Perumpamaan dari Von
Savigny
Dalam badan hukum, hukumnya
mengumpamakan seorang baru
terpisah dan para anggotanya.
Tertib hukum memberikan
wewenang untuk bertindak pada
orang yang diumpamakan tersebut
yang menyebabkannya menjadi
Subjek Hukum. Maka sebagai
orang yang tidak diberikan
wewenang bertindak seperti halnya
anak-anak di bawah umur harus
diwakili yakni oleh satu atau dua
orang lebih.

2. Teori Tentang tujuan kekayaan
oleh Rengers Hora Siccama
Badan hukum adalah merupakan
kekayaan tanpa subjek, kekayaan
mana bukanlah merupakan orang
tetapi adalah menjadi tujuan.

3. Teorn Organ oleh Von Gierke
Teon in1 mengakui adanya orang di
samping para anggotanya tapi
bukanlah orang yang dibayangkan,
melainkan merupakan orang

‘anggung Jowab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Hukum.
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H-sungguh yang
kecakapan untuk

© dan juga memiliki
endiri, Kehendak ini
calam otak para anggota,
1 karena para anggota
pivdda waktu membentuk
nrutarakan kehendak
elaku organ, yakni

bedlan daripada organism

sWwujud orang, maka

i@k tersebut juga

m kehendak dan badan
ng milik bersama oleh

irmpulan bukanlah pada

skum pada umumnya

bentuk khusus dari hak
ki hak milik bersama.
#-11 maka para anggota
ilan bersama menjadi

i+1 harta kekayaan badan

hukum dapat
“mwabkan berdasarkan
. 3 KUHPerdata. Badan
(s memenuhi unsur

441 melakukan perbuatan

m. Organ karenanya
- dari perkumpulan.
ada perseroan terbatas
nisarisnya serta rapat
hukum melakukan
nelawan hukum
ymya secara langsung
[=yarkan Pasal 1365
4 perbuatan melawan
kiulkan oleh seorang
‘s Badan hukum harus
iwab berdasarkan Pasal
rdata. Maka dapatlah
esimpulan
npiawab badan hukum
Cyiatan melawan hukum
i.an oleh wakil bawahan
n pada Pasal 1367
izjawab Badan hukum
irotan melawan hukum

yang dilakukan oleh wakil organ
adalah berdasarkan Pasal 1365
KUHPerdata.

c. Pertanggungjawab badan hulkum
untuk perbuatan melawan hukum
yang dilakukan organ bawahan
dasar hukumnya dapat memilih
antara Pasal 1365 dan Pasal 1367
KUHPerdata.

d. Pertanggungjawab badan hukum
untuk perbuatan melawan hukum
oleh wakil bukan organ
pertanggungjawaban terletak pada
Pasal 1367 KUHPerdata.

e. Pertanggungjawab badan hukum
untuk perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh organ bukan
bawahan, maka terletak pada Pasal
1365 KUHPerdata.

f. Pertanggungjawab badan hukum
untuk perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh wakil bukan
bawahan terletak pada Pasal 1365
KUHPerdata.

Perbedaan akibat-alkibat dalam
penerapan Pasal 1365 dengan Pasal
1367 KUHPerdata adalah :

1. Pasal 1365 KUHPerdata mengenai
pertanggungjawab atas perbuatan
sendiri, sedangkan Pasal 1367
KUHPerdata adalah mengenai
pertanggungjawab untuk
bawahan. Maka si1 majikan dapat
dituntut berdasarkan Pasal 1367
KUHPerdata harus semua unsure
Pasal 1365 KUHPerdata dipenuhi
oleh seorang buruh.

2. Dalam hal ini si penderita ikut

bersalah, maka yang dapat
diperhitungkan dalam
menentukan besar kecilnya
kerugian, bilamana si majikan
dituntut karena perbuatan si
buruh sedang ikut bersalahnya
atas perbuatannya hanyalah si
ple nid=esnitia ‘sle'ndiri
dipertanggungjawabkan atas
perbuatannya hanyalah dapat
diperhitungkan bilamana pada
sipelaku tidak ada kesengajaan.

fardalena Haniyfah, Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Hulkum.
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i hukum dapat
amggungjawablkan atas
%1 organ berdasarkan
1305 KUH Perdata selama
oelakukan perbuatannya
Iokungan formil daripada
drenya. Sebaliknya orang
Uficrtanggungjawabkan atas
1 daripada bawahannya,
‘o perintahnya yang
4#i telah member jalan
dilakukannya perbuatan
wohan tersebut.

coungjawab  berdasarkan
avat 3 KUHPerdata meliputi
411 vang disebabkan karena
= di luar tugas yang
an pada bawahan tetapi
lamn hubungan demikian
‘thingga dapat dianggap
ttalam pekerjaan untuk
Han tersebut diangkat.

1uwm Dalam Hukum Acara

Hukum itu dapat juga
itsi atau pihak-pihak yang
latam suatu proses dan juga
. subjek hukum. Dalam
ra, badan hukum itu selalu
lan mewakilinya adalah
vang berhak menurut
ndang atau anggaran
Pasal 1655 KUHPerdata),
'T atau N.V ialah direksi
kil dari badan hukum
brdak sebagai penggugat
twlalam suatu perkara.

Bulkum acara ini dikenal
c11l partai yakni orang yang
perkarakan. Sedangkan
\_adalah orang yang harus
r.:'tuga.i walkil dalam suatu
agla badan hukum yang
‘bapai materil partai adalah
i itu sendiri, sedangkan
mewakilinya adalah formil

PENUTUP

Dengan melihat pembahasan
perbuatan melawan hukum yang
dilalkkukan oleh badan hukum, maka
dapat diambil beberapa kesimpulan -

a. Perbuatan organ yang dilakukan
dalam batas-batas wewenangnya,
dimana badan hukum terikat dan
bertanggungjawab.

b. Perbuatan organ di luar
wewenangnya, tetapi kemudian
disahkan oleh organ yang lebih
tinggi atau perbuatan itu
menguntungkan badan hukum,
maka badan hukum terikat.

c. Perbuatan organ di luar
wewenangnya dengan pthak ketiga
beritikad baik yang berakibat
merugikan, badan hukum tidak
terikat. Mereka secara pribadi
bertanggungjawab secara
tanggung-menanggung dan
sepenuhnya terhadap pihak ketiga.

d. Tindakan organ yang merupakan
perbuatan melawan hukum dalam
batas-batas wewenangnya, badan
hnku'm: te rikatidiain
bertanggungjawab.

e. Tindakan organ yang merupakan
perbuatan melawan hukum di luar
wewenangnya, badan hukum tidak
terikat. Organ secara pribadi
bertanggungjawab tanggung-
menanggung dan sepenuhnya
terhadap pihak ketiga.

f. Tindakan organ yang merupakan
perbuatan melawan hukum dalam
batas-batas wewenangnya, tetapi
ada kesalahan pribadi dari organ
badan hukum tetap terikat. Di
samping pertanggungjawab badan
hukum, mereka secara pribadi
bertanggungjawab secara pribadi
pula. Badan hukum yang telah
membayar ganti rugi ke pihak
ketiga, berhak menuntut kembali
kepada organ secara pribadi.

g. Perbuatan organ dalam batas-
batas wewenangnya yang
bertindak lalai atau melalaikan
kewajiban atau kurang hati-hati

ranggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Hukum,



I sl Hukum [SSN: 1693’?66x, Ivl:JI- a-gu g u 2

anngungangjawah
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J¢m, maka badan hukum pribadi-
s<at. Di samping badan
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